
 

                   
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 11  TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG       
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM AHLI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
WALIKOTA PALEMBANG, 

 

Menimbang :    : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang 
baik, perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang 

efisien, efektif, akuntabel dan transparan; 

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 
30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Ahli 

Pemerintah Kota Palembang perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan 
Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang; 

                                                       

Mengingat 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 182); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);                                                

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 
 

                                                  4.Undang-Undang……………. 

 

      SALINAN 




